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Perundang-undangan 

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Penanganan Gelandangan dan Pengemis. 

UUD 1945 pasal 34 ayat (1) tentang fakir miskin dan anak terlantar 

UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial 

PP No. 31 Tahun 1980 tentang penanganan gelandangan dan pengemis 
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Daftar Pertanyaan Penelitian 

 

1. Siapa saja aktor yang berperan dalam Pemberdayaan Gelandangan dan 

Pengemis di Kota Yogyakarta ? 

2. Kebijakan apa saja yang diambil dalam Upaya Pemberdayaan 

Gelandangan dan Pengememis di Kota Yogyakarta ? 

3. Apa saja program atau kegiatan yang dilakukan dalam Upaya 

pemberdayaan terhadap Gelandangan dan Pengemis yang di lakukan oleh 

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta ? 

4. Apa yang dimaksud dengan program Upaya Preventif dalam 

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis : 

a. Penyuluhan, bimbingan latihan dan pendidikan Gelandangan dan 

Pengemis. 

b.   Pemberian bantuan Sosial Gelandangan dan Pengemis. 

c.   Pengawasan serta pembinaan lanjut Gelandangan dan Pengemis. 

5. Apa yang dimaksud dengan program Upaya Koershif dalam 

Pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis : 

a. Penertiban. 

b. Penjangkauan 

c. Pembinaan  

d. Pelimpahan  

6. Strategi apa yang dilakukan dalam Upaya Pemberdayaan Gelandangan dan 

Pengemis ? 

7. Apa saja faktor pendorong terlaksananya Upaya Pemberdayaan 

Gelandangan dan Pengemis ? 

8. Apa saja faktor penghambat terlaksananya Upaya Pemberdayaan 

Gelandangan dan Pengemis ? 

9. Bagaimana sosialisasi Perda Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 

1 Tahun 2014 kepada masyarakat ? 

 


